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ABSTRAK 
Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administratif dan diperlukan untuk menjamin penegakan hukum 
administratif itu sendiri. Dalam Hukum Administrasi Negara penggunaan sanksi administratif merupakan 
penerapan kewenangan pemerintahan  dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan 
tidak tertulis. Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara 
dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan) tetapi dapat secara langsung 
dilaksanakan oleh administratif sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Tindakan Administratif 
Keimigrasian terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di wilayah kantor Imigrasi Bukittinggi. 
Semua kendala-kendala hingga tindakan-tindakan yang dikaji pada warga Negara asing terkait dengan izin tinggal 
terbatas serta kemudian bagaimana kantor Imigrasi Bukittinggi dalam menyikapi dan menindak pelanggaran yang 
sebelumnya telah diatur oleh Undang-undang dan ketentuan terkait. Penulis menggunakan metode pendekatan 
yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, 
penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu tindakan administratif yang dilakukan terhadap 
orang asing tersebut adalah dengan sanksi karantina, bayar denda, hingga deportasi. Akan tetapi Orang Asing itu 
juga dapat melakukan upaya hukum untuk sanksi administratif yang telah dijatuhi sebelumnya baik itu dengan 
gugatan ke PTUN, upaya administrative seperti keberatan dan banding administratif, namun pada kasus di Kota 
Bukittinggi tidak pernah sampai ketahap upaya hukum tersebut karena pada umumnya berakhir pada Deportasi. 
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh kantor Imigrasi 
Bukittinggi kepada Orang Asing harus terus dilakukan guna mempertegas peraturan-peraturan yang ada di Negara 
Indonesia khususnya pada Kota Bukittinggi baik itu dengan melakukan sosialiassi kepada masyarakat maupun 
dengan meningkatkan keamanan dari prosedur pengurusan izin tinggal terbatas. 
  
 
